
CUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 100.3.3. 1/ 12 TAHUN 2025

TENTANC
PEMBENTUKAN TIM PEMUSUNAN PRODUK HUKUM PENETAPAN

TAHUN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Fasilitasi
Penl'usunan Produk Hukum Penetapan, perlu dibentuk Tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Pembentukan Tim Penyusunan Produk Hukum
Penetapan Tahun 2025;

Mengingat

SALINAN

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOl Nomor 135, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2O2 1 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 2l Tahun 2OO1 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun
2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah be berapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomcrr 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor
68s6);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 Lentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Talttn 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 67571;
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4. Undang-Undang Nomor l5 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Provinsi Papua Tengah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6804);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2l tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelal<sanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2 I Nomor 238, Tambahan [embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor 1781);

8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor I Talut 2022
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2O22 Nomor l);

9. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 1 Tahun
2O25 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2O25 (Lembaran
Daerah Provinsi Papua Tengah Ta.hun 2O25 Nomor 1);

10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSIiAN:

Tim Penyusunan Produk Hukum Penetapan Tahun 2O25,
dengan susunan keanggotan sebagaimana tercantum dalam
La.mpiran Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud daiam diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut:

a. merencanakan, menyiapkan bahan dan melaksanakan
kegiatan Penyusunan Produk Hukum Penetapan Tahun
2025;

b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubemur
melalui Sekretaris Daerah.
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Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 12 Januari 2O25

q. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
cAP/Tm

ANWAR HARUN DAMANIK

Sa.linan Kepu tusan ini disampaikan kepada Yth :

l. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPEzuDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi PapuaTengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.



a. Penanggungiawab
b. Ketua

c. Anggota

Salinan
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 1OO.3.3.1/ t2 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEI.IYUSUNAN PRODUK
HUKUM PENETAPAN TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

Kepala Biro Hukum Setda
Kepala Bagian Perundang-undangan
Provinsi pada Biro Hukum Setda
l. Kasubbag Penyusunan Produk

Hukum Penetapan;
2. Kasubbag Penyusunan Produk

Hukum Pengaturan Perdasi dan
Perdasus;

3. Kasubbag Dokumentasi dan Naskah
Hukum Lainnya;

4. Staf Biro Hukum Setda

PJ. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

AtiWAR HARUN DAMANIK
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